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ABSTRAK

Pelacuran di Indonesio sudah ada sejak dahulu yang saat ini sudah semakin
merebak. Aturan hulrum pidana di Indonesia sudah sedikit menyentuh mengenai
pelacuran akan tetapi belum ada mengatur mengenai ancarnon pidana bagi pekerja
selrs komersial. Hal ini membuat pemerintah daerah membuat oturan daerahnya
sendiri untuk memberontas pelacuran secara spesifik dengon memuat ancamon
pidano bagi pekerja sela komersial, Palembang salah satunya, yalmi dengan
ruenerbitkan Peratuya& Daeyak Kow P*lew-bang Nomoy 2 Tahw 2A04 *nwng
Pembemntdsern Pelstamtr. Adanya sudu atuy haruslah ditinj*u mengenai
peneropcmnya. Hal inilah yang akan penulis bahas di dalam slcrip.si ini. Slcripsi ini
akan membahas mengenai bagaimanakah implementasi dari Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentdng Pemberantasan Pelacuran terhadap
pekeria sela komersial di kota Palembang dan apa sajakah yong menjadi penghambat
dalaru penerdpafinya tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian hulatm yuridis
empiris dengan melakukan penelitian guna mendapatlmn data primer dan diduhmg
dengan data selatnder melalui studi kepustakaan.
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ABSTRACT

Prostitution in Indonesia had been exist since long time ago which was getting
more acpdndable nowadoys. Penal provision in Indonesia had been mention about
prostitution but there was no regulation regarding penal threat for prostitute. This
problem made regional regulatian created the regulation by it's own to eradicate
prostitution specifically with contain penal provision for prostitute, one of the region
was Polenbang, with appearing regional regulation Palembang ci.ty number 2 year
2004 aboat proslitution eradication- There is a regpilation an"d. sltould had been
previewed regatding the implementiltian. This pryblem would be explained by the
writer in this thesis. This thesis would havb explained obout how was the
implementation from regional regulation in Palembang city number 2 yeor 2004
about prostrtufiott Eradication toward prostitutes in Palembang city and what was the
obstacles in the application itself, The writer using juridical empiric method research
to get primary futa and with secondary data through literature study,
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BAB I 

PENDAHULUAN 

     

A. Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia yang menganut nilai-nilai ketimuran, memandang 

seksualitas ke dalam dua wilayah yaitu sakral dan profan. Seksualitas akan dipandang 

secara sakral jika ia dijauhkan dari berbagai pelanggaran, pengacauan, serta 

pencemaran.1 Melakukan seks secara sakral harus sesuai dengan norma-norma, 

dipandang sah oleh agama maupun negara. Sebaliknya seksualitas yang bersifat di 

luar perkawinan serta bertujuan tidak untuk melahirkan, berganti-ganti pasangan, 

tidak ada unsur ketetapan dan kesetiaan hubungan (dibaca: promiskuitas) akan 

dipandang sebelah mata.2 Pengertian promiskuitas adalah perilaku perkawinan 

dengan tidak membatasi pada satu jodoh saja; hubungan seksual antara sejumlah pria 

dan wanita tanpa ada aturan yang mengikat.3 Seksualitas dalam wilayah profan salah 

satunya adalah prostitusi atau pelacuran. Pengertian profan adalah tidak bersangkutan 

dengan agama atau tujuan keagamaan; lawan sakral.4 Pelacuran adalah penjualan jasa 

seksual seperti seks oral atau hubungan seks untuk tujuan uang.5 Praktek 

                                                           
1 Hatib Abdul Kadir, Tangan Kuasa dalam Kelamin: Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan 

Seks Bebas di Indonesia, Yogyakarta: INSISTPress, 2007, hlm. 21. 
2 Ibid, hlm. 22. 
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2015, hlm. 1105. 
4 Ibid, hlm. 1104. 
5 https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran, Pelacuran, diakses tanggal 1 Maret 2016 pukul 

17.10 
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prostitusi/pelacuran yang hidup dan berkembang di masyarakat merupakan masalah 

yang kompleks dan rumit.6  

Prostitusi merupakan tempat orang yang menjual dirinya sebagai pelacur, juga 

menjadi fenomena sosial yang senantiasa hadir dan berkembang di setiap putaran 

roda zaman.7 Masalah prostitusi juga dapat menghambat pembangunan karena tindak 

pelacuran merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial, norma 

agama dan kesusilaan serta merendahkan harga diri dan martabat manusia Indonesia.8 

Terdapat tiga aspek penting dalam pelacuran yaitu penyedia pekerja seks komersial, 

pekerja seks komersial, dan pengguna jasa pekerja seks komersial. Seseorang yang 

menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah Pekerja 

Seks Komersial (PSK).9  

Pekerja seks komersial adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas 

seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah 

memakai jasa mereka tersebut.10  Para wanita yang menjadi pelacur itu berorientasi 

untuk mendapatkan bayaran setelah menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada banyak 

lelaki muda maupun tua.11   

                                                           
6 G. Sihombing, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi dan 

Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen 

Kehakiman RI Tahun 1995/1996, 1997, hlm. 8. 
7 Koentjoro, On The Spot: Tutur dari Seorang Pelacur, Yogyakarta: CV Qalams, 2004, hlm. 

26. 
8 G. Sihombing, Op.Cit., hlm. 8. 
9 https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran, Pelacuran, diakses tanggal 1 Maret 2016 pukul 

17.10 
10 Koentjoro, Op.Cit., hlm. 26. 
11 M. Ali Chasan Umar, Kejahatan Seks dan Kehamilan diluar nikah dalam Pandangan 

Islam, Semarang: CV. Panca Agung, 1990, hlm. 37. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran
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Kenyataan menunjukan bahwa tindak pelacuran telah berkembang menjadi 

satu sistem mata pencaharian yang tidak sesuai dengan pola kepribadian dan hukum 

agama serta bertentangan dengan falsafah negara Pancasila serta UUD 1945.12 

Seiring dengan berkembangnya kota dan bertambahnya biaya hidup, maka kebutuhan 

ekonomi masyarakatpun meningkat. Tak khayal, banyak yang tergiur untuk 

menjajakan dirinya demi selembar rupiah. Pelacuran bila diperlakukan semata 

sebagai suatu profesi atau mata pencaharian, penekanan kajian tentang pelacuran 

yang hanya melihat dimensi ekonomi saja barangkali sudah cukup memadai.13 

Rowbothan, misalnya menyatakan diluar muatan ekonomi yang ada, pelacuran 

sesungguhnya adalah ekspresi dari hegemoni kultural pria atas kaum perempuan.14 

Pelacuran dalam banyak hal juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial-budaya, 

yang terjalin erat satu dengan yang lain: seperti kemiskinan, kebiasaan kawin muda, 

kebiasaan cerai, dan status sosial perempuan yang relatif rendah juga merupakan 

faktor pendorong kenapa perempuan melacurkan diri.15 

Kenyataan menunjukan bahwa tindak pelacuran baik secara kuantitas maupun 

kualitas terus meningkat.16 Data yang dihimpun Perkumpulan Keluarga Berencana 

Indonesia (PKBI) Sumsel terdapat 1.552 PSK di Palembang dengan 14.751 

                                                           
12 G. Sihombing, Op.Cit., hlm. 9. 
13 Bagong Suyanto, Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi di Industri Seksual 

Komersial, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 45. 
14 Ibid. 
15 Endang Sedyaningsih-Mamahit, Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak, Jakarta: Sinar 

Harapan bekerjasama dengan The Ford Foundation, 1999, hlm. 69. 
16 G. Sihombing, Op.Cit., hlm. 8. 
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pelanggan.17 Para PSK tersebar di jalanan, panti pijat, kafe, wisma, dan hotel.18 

Jumlah PSK 1.552 orang tersebut belum termasuk para PSK dari kalangan pelajar 

yang biasa mangkal di kawasan Plaju, Veteran, dan Sudirman.19 Tahun 2000 saat 

Lokalisasi wanita tunasusila di Teratai Putih ditutup terdata sebanyak 500 WTS dan 

100 mucikari.20 Perkembangan hingga saat ini jumlahnya tidak jelas berapa banyak, 

karena pemerintah juga belum melakukan pendataan.21 

Negara Indonesia adalah negara hukum.22 Segala aspek kehidupan di negara 

ini telah berpedoman pada aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Seiring 

berkembangnya jaman, berkembang pula aspek kehidupannya, sehingga hukum 

senantiasa mengikuti perubahan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 

telah menjadi pedoman hukum pidana Indonesia, tidak mampu lagi membendung 

gejolak di masyarakat akan kebutuhannya dengan aturan norma hukum yang baru. 

Adanya fenomena pelacuran yang semakin meluas, di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukup Pidana belum terdapat aturan mengenai Pekerja Seks Komersial. Di dalam 

KUHP hanya terdapat pasal yang berkaitan dengan pelacuran untuk menjerat 

                                                           
17 http://palembang.tribunnews.com/16/05/2010/sensasi-cinta-psk-pelajar, Sensasi Cinta PSK 

Pelajar, diakses tanggal 23 Mei 2016 pukul 12.22 
18 http://palembang.tribunnews.com/16/05/2010/sensasi-cinta-psk-pelajar, Sensasi Cinta PSK 

Pelajar, diakses tanggal 23 Mei 2016 pukul 12.22 
19 http://palembang.tribunnews.com/16/05/2010/sensasi-cinta-psk-pelajar, Sensasi Cinta PSK 

Pelajar, diakses tanggal 23 Mei 2016 pukul 12.22 
20 http://binpers.com/2015/05/sk-gubernur-sumsel-mandul-prostitusi-di-palembang-

berkembang-pesat/, SK Gubernur Sumsel Mandul, Prostitusi Di Palembang Berkembang Pesat, 

diakses tanggal 23 Mei 2016 pukul 12.28 
21http://binpers.com/2015/05/sk-gubernur-sumsel-mandul-prostitusi-di-palembang-

berkembang-pesat/, SK Gubernur Sumsel Mandul, Prostitusi Di Palembang Berkembang Pesat, 

diakses tanggal 23 Mei 2016 pukul 12.28 
22 Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

http://palembang.tribunnews.com/16/05/2010/sensasi-cinta-psk-pelajar
http://palembang.tribunnews.com/16/05/2010/sensasi-cinta-psk-pelajar
http://palembang.tribunnews.com/16/05/2010/sensasi-cinta-psk-pelajar
http://binpers.com/2015/05/sk-gubernur-sumsel-mandul-prostitusi-di-palembang-berkembang-pesat/
http://binpers.com/2015/05/sk-gubernur-sumsel-mandul-prostitusi-di-palembang-berkembang-pesat/
http://binpers.com/2015/05/sk-gubernur-sumsel-mandul-prostitusi-di-palembang-berkembang-pesat/
http://binpers.com/2015/05/sk-gubernur-sumsel-mandul-prostitusi-di-palembang-berkembang-pesat/
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penyedia pekerja seks komersial atau yang biasa disebut mucikari atau germo. Aturan 

tersebut terdapat di dalam ketentuan Pasal 296 KUHP yang berbunyi: 

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan 

cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian 

atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 

bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”  

 

Serta pada Pasal 506 KUHP yang berbunyi :  

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan 

menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling 

lama satu tahun.”  

Kondisi yang demikian menunjukan perlu adanya aturan hukum baru 

mengenai kegiatan pelacuran, terutama yang menjerat diri pekerja seks komersial itu 

sendiri. Hal tersebut, membuat pemerintah daerah untuk segera menangani kasus 

pelacuran dengan mengeluarkan Peraturan Daerah. Palembang sendiri telah memiliki 

Aturan tersebut yakni Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 

tentang Pemberantasan Pelacuran. Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang 

Pemberantasan Pelacuran ini adalah sebagai dasar hukum yang melandasi upaya 

memberantas berbagai bentuk pelacuran yang mempengaruhi tata kehidupan 

bermasyarakat dan sebagai upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi 

kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang tertib, teratur, 
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bermoral, beretika dan berakhlaq mulia.23 Tujuan ditetapkannya peraturan 

pemberantasan pelacuran adalah sebagai berikut:24 

a. Untuk memberantas pelacuran dan segala macam bentuknya. 

b. Agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, 

beretika, dan berakhlak mulia. 

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 tentang 

Pemberantasan Pelacuran, terdapat ketentuan yang dapat menjerat pekerja seks 

komersial yang belum terdapat di KUHP. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan 

Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran 

dilarang untuk menjadi pelaku pelacuran, sehingga bagi pelaku pelacuran terdapat 

ketentuan pidana yakni dengan ancaman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan 

dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). 

Oleh karenanya, adanya aturan yang berlaku perlu dilakukan tinjauan 

terhadap penerapannya. Aturan hukum tersebut dilaksanakan melalui suatu 

implementasi hukum. Implementasi aturan hukum tersebut untuk mengetahui norma 

hukum tersebut efektif sesuai dengan tujuannya semula atau hanya menjadi hukum 

yang kebal terhadap pelanggarnya. 

  

                                                           
23 Lihat Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 

Pemberantasan Pelacuran 
24 Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 

Pemberantasan Pelacuran 
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Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum 

itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.25 

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan 

keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Secara 

umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam implementasi. 

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali26 

berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, 

maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau 

tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya 

faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah 

profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak 

hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka 

maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Membahas mengenai 

hukum ditaati atau tidak ditaati maka berbicara juga mengenai kesadaran hukum. 

Kesadaran hukum seringkali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat 

hubungannya dengan kesadaran hukum.27 

Kewenangan diberikan kepada kepala daerah untuk melakukan tindakan-

tindakan yang berhubungan dengan pemberantasan pelacuran, Pemerintah Daerah 

dapat bekerjasama dengan POLRI, Polisi Militer, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri 

                                                           
25 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kelima, 2009, hlm. 62. 
26 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol,1, Jakarta: Kencana, 2010, 

hlm. 375. 
27 Otje Salman dan Anthon F Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung: PT. 

Alumni, Cetakan Kedua, 2008, hlm. 66. 
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pada saat operasional pelaksanaan pemberantasan pelacuran.28 Pada tahun 2009 dari 

hasil razia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang telah dilakukan sidang yustisi 

di kantor Satpol PP yang rata-rata dijatuhi hukuman denda dan kurungan badan bagi 

yang tidak mampu untuk membayar. Kenyataan lain, pada tahun 2013, Sedikitnya 11 

Pekerja Seks Komersial (PSK) dijaring Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota 

Palembang saat menggelar razia di sejumlah tempat, Sabtu (7/9/2013) malam.29 

Mereka kemudian digiring ke markas Satpol PP untuk didata. Usai didata 

para PSK tersebut dilepas. Namun mereka diminta untuk tidak beroperasi kembali 

dan jika terbukti melanggar, ke-11 PSK diancam untuk direhabilitasi oleh Dinas 

Sosial Palembang. Pelaksanaan dari Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Palembang 

Nomor 2 tahun 2004 menjadi tolak ukur dari implementasi norma hukum terhadap 

Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang. 

Oleh karena hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan melakukan 

penelitian yang akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah yaitu skripsi dengan 

mengambil judul: 

“Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 

Tentang Pemberantasan Pelacuran Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Kota 

Palembang.” 

 

                                                           
28 Lihat Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 

Pemberantasan Pelacuran 
29 http://palembang.tribunnews.com/2013/09/08/11-psk-terjaring-razia-sat-pol-pp, 11 PSK 

Terjaring Razia Sat Pol PP, diakses tanggal 1 Maret pukul 18.45 

http://palembang.tribunnews.com/2013/09/08/11-psk-terjaring-razia-sat-pol-pp
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B. Rumusan Masalah 

Bahwa berdasarkan uraian pada latar belakang di atas serta dikaitkan dengan 

judul skripsi maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran 

terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang? 

2. Apa yang menjadi penghambat dalam implementasi Pasal 9 Ayat (1) 

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang 

Pemberantasan Pelacuran terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota 

Palembang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran 

terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang. 

2. Untuk menjelaskan dan mengetahui apa saja yang menjadi penghambat 

dalam implementasi Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang 

Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran terhadap Pekerja 

Seks Komersial di Kota Palembang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat 

teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan dan 

wawasan baru mengenai implementasi Pasal 9 Ayat (1) Peraturan 

Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan 

Pelacuran terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang dan 

faktor penghambat implementasi Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah 

Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan 

Pelacuran terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang. 

b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya dalam 

mencegah dan menanggulanggi tindak pidana pelacuran. 

b. Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi masukan bagi penegak 

hukum dalam menerapkan sanksi bagi PSK. 
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E. Ruang Lingkup 

Penulis membatasi pembahasan permasalahan dalam rumusan masalah untuk 

menghidari meluasnya arah penulisan skripsi ini hanya sebatas mengenai 

bagaimanakah implementasi Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang 

Nomor 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran terhadap Pekerja Seks 

Komersial di Kota Palembang serta apa saja yang menjadi penghambat dari 

implementasi Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 

2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran terhadap Pekerja Seks Komersial di Kota 

Palembang. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Implementasi 

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya 

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.30 Implementasi 

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara 

tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana 

birokrasi yang efektif.31 

                                                           
30 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 

70. 
31 Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta: Balai Pustaka, 

2004, hlm. 39. 
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Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, 

dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa 

norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan 

yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan 

menerapkan norma-norma hukum.  

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan 

patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Teori Efektivitas 

Hukum menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu 

kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika 

terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai 

sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusia sehingga 

menjadi perilaku hukum.32  

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto33 adalah bahwa 

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

                                                           
32 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi, Bandung: CV. Ramadja 

Karya, Bandung, 1988, hlm. 80. 
33 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 8. 
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4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. 

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus 

memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan 

berlaku secara filosofis.34 Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu: 

1) Kaidah Hukum/Peraturan itu sendiri; 

2) Petugas/penegak hukum; 

3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; 

4) Kesadaran masyarakat 

Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap 

upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku menerapkan 

sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga 

pelaksanaannya.35 Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan 

dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya 

semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.36  

                                                           
34 Zainuddin Ali, Op.Cit., hlm. 62. 
35 Robert B. Seidman, Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis, Semarang: PT. Suryandaru 

Utama, terjemahan Esmi Warrasih, 2005, hlm. 11. 
36 Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, 

hlm. 24. 



14 

 

 

 

Robert B. Seidman juga berpendapat mengenai bekerjanya hukum 

diantaranya:37  

1) Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang 

pemegang peranan itu diharapkan bertindak.  

2) Bagaimana seorang pemegang peranan itu bertindak sebagai suatu 

respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-

peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dan 

lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan 

sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya. 

3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai 

respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-

peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, 

keseluruhan komplek ketentuan-ketentuan sosial, politik dan lain-

lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari 

para pemegang peranan. 

4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu bertindak merupakan 

fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, 

sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks ketentuan-ketentuan sosial 

politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta 

umpan balik yang datang pemegang peranan serta birokrasi. 

                                                           
37 Robert B. Seidman, Op.Cit., hlm. 12. 
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Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat 

mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. 

Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang 

maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan 

tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. 

 

2. Teori Kesadaran Hukum 

Soerjono soekanto mengemukakan bahwa ide tentang kesadaran warga-

warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis dalam ajaran-

ajaran tentang Rechtsgefuhl atau Rechtsbewustzijn yang intinya adalah, bahwa 

tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar 

kesadaran hukumnya.38 Pada mulanya, kesadaran hukum sebagian besar 

berkisar pada pola pikir yang beranggapan bahwa kesadaran dalam diri warga 

masyarakat merupakan faktor yang menentukan sebagai sahnya suatu hukum. 

Ajaran ini dinamakan paham Rechtsgefuhl (perasaan memiliki atau berhak) 

serta Rechtsbewusstzein (kesadaran hukum).39 

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang memiliki kekuatan 

sanksi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh negara atau penyelenggara 

negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Hukum berisi seperangkat aturan 

                                                           
38 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 

1983, hlm. 338. 
39 Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Bandung: Alumni, 1983, 

hlm. 129. 
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yang mengatur sebagian besar kehidupan manusia. Hukum terdiri atas hukum 

tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yaitu hukum yang dituangkan dalam 

bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berisi pasal-pasal 

yang disusun secara sistematis dalam undang-undang, sedangkan hukum tidak 

tertulis berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.40  

Hukum dapat dikatakan efektif, salah satu faktor yang mengefektifkan 

hukum atau peraturan tersebut adalah warga masyarakat, dalam hal ini adalah 

kesadarannya untuk memenuhi suatu hukum atau peraturan perundang- 

undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan.41 Secara sederhana derajat 

kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah berbicara mengenai manusia 

secara umum, bukan manusia dalam lingkungan tertentu atau manusia dalam 

profesi tertentu seperti hakim, jaksa, polisi dan lain sebagainya. Kesadaran 

hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Semua orang dianggap 

tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga 

yang tinggal di pedalaman.42 Kesadaran hukum untuk melindungi kepentingan 

manusia, sehingga harus dilaksanakan dan menerapkan sanksi bagi yang 

melanggarnya. 

                                                           
40 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: CV. Rajawali, 

1982, hlm. 41. 

41 Zainuddin Ali, Op.Cit, hlm. 64. 
42http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung, Fiksi 

Hukum Harus Didukung Sosialisasi Hukum, diakses tanggal 12 April 2016 pukul 23.53  

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung
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Menurut AW. Widjaja mengenai definisi kesadaran hukum yaitu sebagai 

berikut: “Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, 

keadaan ingat akan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan 

merasa akan dirinya. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat sesuatu 

kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak 

(manusia dan masyarakat) atau segala perundang-undangan, peraturan dan 

ketentuan dan sebagainya untuk mengatur hidup dalam msyarakat”.43 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, kesadaran hukum sebenarnya merupakan 

kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum 

yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.44 

Berbicara mengenai kesadaran hukum, AW. Widjaja mengemukakan dua 

sifat kesadaran, yaitu:45  

1. Kesadaran bersifat statis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat; 

2. Kesadaran bersifat dinamis yang menitikberatkan pada kesadaran yang 

timbul dari dalam diri manusia dan dari kesadaran moral, keinsyafan 

dari dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari 

rasa tanggungjawab.  

                                                           
43 AW. Widjaja, Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila, Jakarta: CV. Era 

Swasta, 1984, hlm. 14. 
44 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 152. 
45 AW. Widjaja, Op.Cit., hlm. 14. 
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Kesadaran hukum menurut AW. Widjaja dapat disimpulkan sebagai 

berikut: “Kesadaran hukum adalah keadaan dimana tidak terdapat benturan-

benturan hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat disini dalam keadaan 

seimbang, selaras dan serasi. Kesadaran hukum diterima secara kesadaran 

bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri 

manusia dan masyarakat sendiri dalam bentuk perundangan-undangan, 

peraturan dan ketentuan”.46 

Di dalam literatur-literatur hukum yang ditulis oleh pakar-pakar terkenal 

di dunia dibedakan adanya dua macam kesadaran hukum, yaitu  : 

1) Legal consciousness as within the law, kesadaran hukum sebagai 

ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum 

yang disadarinya atau dipahaminya. 

2) Legal consciousness as against the law, kesadaran hukum dalam 

wujud menentang hukum atau melanggar hukum.   

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yuridis empiris, yaitu merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis 

                                                           
46 Ibid, hlm. 18. 
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dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat.47 Dalam penelitian ini Penulis 

mengkaji bekerjanya hukum dari implementasi aturan hukum. 

 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

melukiskan tentang suatu hal di suatu daerah pada saat tertentu.48 

 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu:  

a. Pendekatan Sosiologi Hukum 

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang 

menganalisis mengenai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem 

norma itu bekerja di mayarakat.49 

b. Pendekatan Kasus 

Pendekatan kasus dalam hal ini adalah kasus hukum dikonsepkan 

sebagai peristiwa hukum berupa prilaku yang nyata dan sebagai produk 

hukum.50 

 

 

                                                           
47 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

Dan Disertasi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 12. 
48 Ibid, hlm. 9. 
49 Ibid, hlm. 23. 
50 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

Cetakan kesatu, 2004, hlm. 39. 
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c. Pendekatan Perundang-undangan 

Suatu penelitian hukum tentu harus menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, karena yang akan di teliti adalah aturan hukum 

yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.51 Dalam 

penelitian ini, tema sentral tersebut dalah Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran. 

 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

objeknya.52 Data primer dalam hal ini langsung didapat dari masyarakat 

sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.53 

b. Data Sekunder 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain: 

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan 

Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 

                                                           
51 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 

Publishing, 2008, hlm. 302. 
52 Amirudin dan Asikin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 

2004, hlm. 29. 
53 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 

18. 
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c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) 

d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan 

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah 

f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 

Tentang Satuan Polisi Pamong Praja 

g) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 

Tentang Pemberantasan Pelacuran; 

h) Keputusan Walikota Palembang Nomor 04 Tahun 2004 

Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang 

Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain: 

a) Buku-buku Literatur; 

b) Karya Ilmiah dan hasil penelitian hukum serta ketentuan 

lainnya yang berkaitan langsung dengan penelitian. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah sekumpulan 

bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer. 
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5. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah di wilayah Kota Palembang dalam lingkup 

kewenangan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan 

Pelacuran. 

 

6. Teknik Penentuan Sampel 

Cara menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

Purposive/Judmental Sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan 

pertimbangan atau penelitian subyektif, dalam hal ini peneliti menentukan 

sendiri responden mana yang dapat mewakili populasi.54 Pengambilan sampel 

secara Purposive/Judmental Sampling adalah menyesuaikan dengan kriteria 

tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.55 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang 

sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), 

kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang 

sama.56 Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah pihak 

masyarakat termasuk pekerja seks komersial dan penegak hukum dalam 

                                                           
54 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 91. 
55 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit.,  hlm. 47. 
56 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007, hlm. 118. 
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penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan 

Pelacuran dan Masyarakat Kota Palembang.  

b. Sampel 

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.57 Sampel 

dari penelitian ini adalah: 

1) 2 perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (selaku 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penerapan Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan) 

2) 3 Hakim Pengadilan Negeri Palembang 

3) 5 Pekerja Seks Komersial di Kota Palembang 

4) 5 Masyarakat Kota Palembang. 

 

7. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Pengumpulan Data Primer 

Data primer dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan 

kuesioner.58 Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer 

penelitian ini adalah dengan teknik wawancara mendalam dengan para 

responden secara langsung.59 

 

 

                                                           
57 Ibid, hlm. 119. 
58 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Op.Cit., hlm. 26. 
59 Ibid, hlm. 27. 
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b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan cara kegiatan kepustakaan bahan 

hukum baik primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier. Studi 

kepustakaan dalam penelitian hukum empiris merupakan metode 

pengumpulan data yang digunakan bersama-sama dengan metode lain 

dalam teknik pengambilan data primer.60  

 

8. Analisis Data Penelitian 

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptis analitis, yaitu 

dengan memaparkan segala data-data secara jelas dan sistematis mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di 

lapangan, baik primer maupun data sekunder.61 Menguraikan dengan metode 

kualitatif yakni dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah 

dibaca dan diberi arti.62 

 

9. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif-deduktif, yaitu proses 

menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus 

                                                           
60 Bambang Waluyo, Op.Cit., hlm. 50. 
61  Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung: Tarsito, 1995, hlm. 40. 
62 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit.,  hlm. 47 
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berdasarkan fakta-fakta yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada 

suatu kesimpulan yang bersifat lebih umum.63  

 

                                                           
63 Bambang Sunggono, Op.Cit., hlm. 10. 
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